INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH SINGOSARI (Studi Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Singosari) by Aditma, Ferta Ayu
 
 
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
DI WILAYAH SINGOSARI 
(Studi Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Singosari) 
 
Ferta Ayu Aditama 
Nila Firdausi Nuzula  
Sarwono 




The Purpose of this study is to describe how the Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) distributes information 
about land tax to societies and to explain how the fiscus provides services related to the societies tax payment. The 
study also aims to illustrate what activities conducted by the fiscus to gain trust from the tax payers. The study was 
conducted in January 2014 in the UPTD. It applied street observation and interview to both the fiscus and the tax 
payer. The finding show that the UPTD intensifies incomes from land tax by using several activities: providing 
information (penyuluhan), improving administration services (pelayanan), checking documents to examine tax 
payers compliance (pemeriksaan). Those activities are categorized as psychological aspects, while they also do other 
activities in legal aspects. The UPTD distributes information about land tax by using baliho, internet and 
socialization. Service provided by the UPTD include the improvements of quality and capability employees, 
infrastructure improvements, visiting tax payer’s homes (door to door) and lengthening working days. 
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PENDAHULUAN   
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah 
pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 
besarnya pajak terutang ditentukan oleh 
keadaan objek, yaitu berupa bumi/tanah dan 
atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang 
membayar) tidak ikut menentukan besarnya 
pajak. 
Pembayaran PBB dilakukan oleh wajib 
pajak setiap tahun, wajib pajak menghitung 
sendiri jumlah pajak terutangnya, mengisi Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, menyetorkan 
pajak terutangnya dengan Surat Setoran Pajak ke 
bank persepsi atau kantor pos di wilayah 
masing-masing, dan melaporkan kewajiban 
perpajakannya ke unit atau kantor yang ditunjuk 
sebagai kantor penerimaan kas pajak. 
Setelah fiskus menerima pembayaran PBB 
dari wajib pajak, selanjutnya aparat negara 
bertugas mengelola hasil pendapatan tersebut. 
Pengelolaan tersebut dilakukan dengan 
memperhatikan aspek-aspek tertentu agar dalam 
pelaksanaannya dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya.   
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Dinas Pendapatan Singosari merupakan tempat 
pembayaran PBB yang terdapat di Kabupaten 
Singosari. UPTD tersebut merupakan kantor 
yang menerima pembayaran PBB. Selain 
menerima pembayaran PBB dari wajib pajak, 
UPTD tersebut juga menerima pembayaran 
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah 
adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 
milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari bertugas mencapai target anggaran 
yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan 
Kabupaten Malang. Pencapaian tersebut  dapat  
terlaksana  apabila  wajib  pajak  dari  masing-
masing wilayah mematuhi kewajiban 
perpajakannya. 
Men Menurut data realisasi anggaran UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari, dapat dilihat bahwa 
tingkat kepatuhan membayar pajak bumi dan 
bangunan di wilayah Singosari masih belum 
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat 
dilihat dari jumlah realisasi yang belum 
mencapai target penerimaan, khususnya terlihat 
di Kecamatan Karangploso dan  Kecamatan Dau 
dimana prosentase penerimaan  PBB tahun  
2013  masing- masing hanya sebesar 11,05% dan 
12,24% masih rendah. (Sumber : Data Realisasi 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas 
Pendapatan    Singosari (2013)).  
Diduga, yang membuat hal tersebut 
terjadi adalah kurang berperannya perangkat 
desa, rendahnya tingkat kesadaran   masyarakat   
desa   dalam   membayar   pajak,   tidak   
adanya   sanksi  administrasi perdata maupun 
pidana, tidak adanya kompensasi secara 
langsung, dan adanya keberatan pengenaan 
pajak. 
Permasalahan tingkat kepatuhan 
membayar pajak seperti yang diuraikan diatas 
berkaitan dengan tiga teori, diantaranya teori 
informasi dan komunikasi, teori pelayanan, 
dan teori kepercayaan. Teori informasi dalam 
masalah ini bisa dihubungkan dengan 
rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang 
disebabkan karena kurang berperannya 
perangkat desa dalam hal memberikan 
 
 
informasi mengenai kewajiban membayar 
pajak. 
Teori pelayanan berhubungan dengan 
pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib 
pajak berupa sosialisasi yang menjadi agenda 
kegiatan yang dilakukan setiap tahun. 
Sedangkan teori kepercayaan berhubungan 
dengan kepercayaan yang diberikan fiskus 
kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayar 
akan dimanfaatkan untuk pembangunan 
negara, (UPTD Dinas Pendapatan Singosari). 
Efektivitas merupakan suatu konsep yang 
sangat penting dalam teori organisasi, karena 
konsep efektivitas mampu memberikan 
gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi 
dalam pencapaian tujuannya. Menurut para ahli, 
efektivitas adalah kemampuan  untuk memilih 
tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
(Handoko, 1993:7).  
Richard M.Steers mengemukakan bahwa 
pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti 
efektivitas ialah dengan memperhatikan secara 
serempak tiga buah konsep yang saling 
berhubungan, yaitu: Paham mengenai optimasi 
tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran 
seberapa jauh sebuah organisasi berhasil 
mencapai tujuan yang layak dicapai (Steers, 
1985:48)  
Peran fiskus dalam penerapan teori diatas 
sangatlah penting. Fiskus harus memberikan 
pengarahan yang tepat pada wajib pajak, 
misalnya dengan melakukan sosialisasi  
perpajakan ke pedesaan hingga ke perkotaan,  
dan  membuka sistem pembayaran online. 
Dengan demikian, wajib pajak akan lebih 
mengerti dan mengetahui kewajiban 
perpajakannya.  
Dengan pendekatan ini mengkombinasikan 
tujuan dan pendekatan sistem guna 
memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi 
efektivitas organisasi. Menurut (Marini dan 
Lubis, 1987:55), tiga pendekatan tersebut yakni : 
(1) Pendekatan sumber (resourceapproach) yakni 
mengukur efektivitas dari input. Pendekatan 
mengutamakan adanya keberhasilan 
organisasi untuk memperoleh sumber daya, 
baik fisik maupun non fisik yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
(2) Pendekatan proses (process approach) adalah 
untuk melihat sejauh mana efektivitas 
pelaksanaan program dari semua kegiatan 
proses internal atau mekanisme organisasi. 
(3) Pendekatan sasaran (goals approach) dimana 
pusat perhatian pada output,mengukur 
keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 
(output) yang sesuai dengan rencana. 
Pengertian fiskus sendiri adalah pegawai 
pemerintah  yang  diberi  kewenangan  
untuk  melaksanakan  tugas  pemungutan 
pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak. 
Sementara itu ada pendapat lain tentang teori 
yang bermanfaat untuk menilai suatu organisasi. 
(Indrawijaya, 1989:226) mengemukakan bahwa 
untuk menilai suatu organisasi ada 3 teori yang 
dikemukan, yakni: 
(a) Efektivitas organisasi sama dengan prestasi 
organisasi secara keseluruhan, menurut 
pandangan iniorganisasi dapat diukur  
berdasarkan berapa besar keuntungan yang 
dapat dilihat dari efisiensinya. 
(b) Efektivitas organisasi dihubungkan dengan 
tingkat kepuasan anggota organisasi. 
(c) Efektivitas organisasi mencakup aspek 
interen organisasi dan ekstern organisasi 
yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri 
dengan perubahan keadaan sekeliling. 
Apabila ditemukan ketidakpatuhan wajib 
pajak dalam hal pembayaran pajaknya,  
penagihan  pajak  akan  dilakukan  oleh  
aparatur  Direktorat  Jenderal Pajak dengan 
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai sarana 
pelunasan pajak terutang. Namun, kenyataan di 
lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak 
menghiraukan atas diterbitkannya Surat 
Tagihan  Pajak atau Surat  Ketetapan  Pajak  
tersebut.  Jika hal  tersebut  terjadi, langkah  
selanjutnya  aparatur  perpajakan  melakukan  
penagihan  secara aktif dengan menerbitkan 
Surat Teguran atau Surat Peringatan lainnya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah :   
1. Untuk mengetahui cara memperoleh 
informasi dan kejelasan tentang PBB bagi 
masyarakat. 
2. Untuk  mengetahui  sistematika  pelayanan  
fiskus  terhadap  wajib  pajak tentang PBB. 
3. Untuk mengetahui upaya yang telah 
dilakukan fiskus dalam mendapatkan 
kepercayaan wajib pajak agar patuh 
terhadap kewajiban perpajakannya. 
 
KAJIAN PUSTAKA  
Intensifikasi Pemungutan Pajak 
Intensifikasi pajak adalah kegiatan 
optimalisasi penggalian penerimaan pajak 
terhadap objek serta subjek pajak yang telah 
tercatat atau terdaftar dalam administrasi 
Direktorat Jenderal Pajak  (DJP), dan dari hasil 
pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. 
Intensifikasi adalah kepercayaan bagi 
fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Kepercayaan untuk selalu 
dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat 
manusiawi dari wajib pajak, yaitu jika bisa 
membayar sedikit mengapa harus membayar 
lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan 
upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui 
celah-celah peraturan perpajakan dengan tax 
planning, maupun upaya dengan melawan 
hukum seperti penyelundupan dan penggelapan 
pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh 
fiskus, karena memang tidak mudah 
menyadarkan siapapun untuk secara sukarela 
memberikan sebagian hasil jerih payah bekerja 
untuk membayar pajak yang dengan tidak 
mendapat imbalan apapun secara langsung. 
 
 
Menurut ketentuan Dirjen pajak, 
kebijakan intensifikasi bertujuan untuk 
mencermati seluruh obyek pajak sesuai dengan 
jumlah yang sudah ditentukan ataukah tidak,  
kebijakan ini  dilakukan oleh kantor pajak  
atau tepatnya  fiskus sebagai pelaksana kegiatan 
penarikan pajak. Fokus kebijakan intensifikasi 
adalah mengidentifikasi masalah teknis 
pemungutan pajak. Teknik pemungutan pajak 
secara umum dilakukan dengan penyuluhan, 
dengan beragam cara dan melalui berbagai 
media. Secara khusus untuk wajib pajak 
tertentu, teknik ini berbentuk himbauan, 
konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan 
penyidikan apabila terdapat indikasi adanya 
pelanggaran hukum. 
Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan 
dengan mengoptimalkan penerimaan pajak 
dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai 
Wajib Pajak. Yang  menjadi  sasaran  adalah  
orang  atau  badan  yang  telah  memiliki  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian 
dari NPWP tersebut adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  
atau  identitas  Wajib  Pajak  dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP) 
Salah satu langkah yang ditempuh oleh 
Pemerintah dalam mewujudkan kebijakan 
perpajakan ini adalah dengan mengadakan 
reformasi perpajakan (tax reform). Reformasi ini 
bukan hanya mereformasi administrasi 
perpajakan, tetapi harus melakukan reformasi 
birokrasi menyeluruh menyangkut aspek 
penegakan hukum terhadap aparat pajak 
(fiskus) yang melakukan praktik tercela, baik 
pada tahap perhitungan pajak maupun 
penyetoran pajak.  
Mengenai reformasi administrasi, seperti 
dikutip oleh Soesilo Zuhar, mengemukakan 
bahwa reformasi administrasi didefiniskan 
sebagai:“theartificial inducement of administration 
transformation again stresistance.” Definisi dari 
Caiden ini mengandung beberapa implikasi: (1) 
reformasi administrasi merupakan kegiatan 
yang dibuat oleh manusia (manmade) tidak 
bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, 
(2) reformasi administrasi merupakan suatu 
proses, (3) resistensi beriringan dengan proses 
reformasi administrasi. (Caiden, 1969) 
Para ahli memberikan suatu pengertian 
tentang kebijakan perpajakan sebagai pelaksana 
pemungutan pajak berdasarkan Undang-
Undang perpajakan guna membantu atau 
mewujudkan pelaksanaan kebijakan 
Pemerintah  dalam mengendalikan atau 
menanggulangi keadaan masyarakat dan 
negara, (Tampubolon, 1990:13). 
Sedangkan menurut Musgrave terdapat 
dua aspek dari kebijakan perpajakan yaitu, 
pertama adalah perumusan dari peraturan 
pajak, dan kedua adalah masalah-masalah 
penting yang menyangkut administrasi 
perpajakan. (Richard And Musgrave, 1989:35).  
Pemungutan Pajak 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
merupakan pajak yang telah dipungut dalam 
kurun waktu yang sangat lama, yaitu 
mulai dari jaman kerajaan, jaman penjajahan, 
jaman kemerdekaan, hingga sampai saat ini. 
Dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan 
bangunan (PBB), pemerintah daerah harus 
memahami filosofi pemungutan PBB dengan 
mempelajari sejarah pengaturan dan praktek 
pemungutan PBB, hubungan antara  
pemajakan  atas  tanah  dengan  kepemilikan  
tanah, permasalahan sosial serta konsekwensi 
hukum yang timbul karena dikeluarkannya 
produk hukum  pemungutan  PBB (seperti  
Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang 
(SPPT)).  Teori  yang  termasuk  dalam  asas  
pemungutan  pajak  menurut falsafah hukum, 
yakni: 
1. Teori asuransi 
Fiskus   berhak   memungut   pajak  dari   
penduduk,  karena   negara dianggap 
identik dengan perusahaan asuransi, dan 
wajib pajak adalah tertanggung yang wajib 
membayar premi dalam hal ini pajak. 
Negara yang berhak memungut pajak itu, 
menurut teori ini, melindungi segenap 
rakyatnya. 
2. Teori kepentingan 
Bahwa negara berhak memungut pajak dari 
penduduknya, karena penduduk  negara 
tersebut  mempunyai  kepentingan  kepada 
negara. Semakin besar kepentingan 
penduduk kepada negara, maka semakin 
besar pula perlindungan negara kepadanya. 
3. Teori bakti 
Teori ini mengajarkan bahwa penduduk 
adalah bagian dari suatu negara, penduduk 
terikat pada keberadaan negara, karenanya 
penduduk wajib membayar pajak, wajib 
berbakti kepada negara. 
4. Teori gaya pikul 
Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam 
memungut pajak, pemerintah harus 
memperhatikan daya pikul dari wajib 
pajak. 
5. Teori asas gaya beli 
Menurut teori ini justifikasi pemungutan 
pajak terletak pada efek atau akibat 
pemungutan pajak. Dihampir seluruh 
negara pemungutan pajak membawa efek 
atau akibat yang positif. 
6. Teori pembangunan 
Pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam 
kata pembangunan terkandung pengertian 
tentang masyarakat yang adil, makmur, 
sejahtera lahir bathin,  yang jika dirinci 
lebih lanjut akan meliputi semua bidang 
dan aspek kehidupan seperti ekonomi, 





Asas pemungutan pajak: 
1. Asas yuridis 
Asas ini mengemukakan supaya 
pemungutan pajak harus didasarkan pada 
undang-undang. Untuk Indonesia hal ini 
sesuai dengan 8 kata yang tercantum dalam 
Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: 
“Segala pajak untuk keperluan negara 
berdasarkan undang-undang”. 
2. Asas ekonomis 
Asas ini menekankan supaya pemungutan 
pajak jangan sampai menghalang-halangi 
produksi dan perkekonomian rakyat. 
3. Asas finansial 
Asas ini menekankan supaya biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk memungut pajak 
haruslah jauh lebih rendah daripada jumlah 
pajak yang terpungut. 
   Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Pengertian pajak bumi dan bangunan, 
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh 
bumi yang ada dibawahnya, sedangkan 
bangunan adalah konstruksi teknik yang 
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan. 
Subjek dan objek subjek pajak bumi dan 
bangunan adalah orang pribadi atau badan 
yang menikmati, memanfaatkan, atau memiliki 
objek pajak berupa tanah dan atau bangunan 
tersebut (pemilik atau penyewa). Apabila suatu 
objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa 
yang akan menanggung pajaknya maka yang 
menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak   
adalah Direktorat   Jenderal   Pajak.   Penetapan   
ini   ditentukan berdasarkan bukti-bukti: 
1. Apakah ada perjanjian antara pemilik dan 
penyewa yang mengatur?  
2. Siapa yang menanggung kewajiban 
pajaknya? 
3. Siapa yang secara nyata mendapat manfaat 
atas bidang tanah dan bangunan tersebut? 
Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan 
(PBB) adalah bumi/tanah dan atau bangunan. 
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi  
yang  ada  di  bawahnya.  Sedangkan  bangunan  
adalah  konstruksi teknik  yang ditanam  atau  
dilekatkan secara tetap pada tanah  dan/atau 
perairan. Yang termasuk pengertian bangunan 
adalah: (a) jalan lingkungan yang terletak dalam 
suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, 
dan emplasemennya dan lain-lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan kompleks 
bangunan tersebut; (b) jalan tol; (c) kolam 
renang; (d) paga rmewah; (e) taman mewah; (f) 
tempat olahraga; (g) galangan kapal dermaga; (h) 
kilang pipa; (i) fasilitas lain. Objek pajak yang 
tidak dikenai pajak bumi dan bangunan adalah: 
1. Digunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum di bidang ibadah, 
sosial, kesehatan, pendidikan & 
kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan. 
2. Digunakan untuk kuburan umum, 
peninggalan purbakala/yang sejenis 
dengan itu. 
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka 
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa & 
tanah negara yang belum dibebani suatu 
hak. 
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik/ 
konsulat berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik. 
5. Digunakan oleh badan/perwakilan 
organisasi internasional yang ditentukan 
oleh Menteri Keuangan. 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus yang bersifat 
menggambarkan sistem dan prosedur dalam 
pemungutan PBB pada UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari. Penelitian deskriptif 
bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah 
dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk 
hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 
pandangan-pandangan, serta proses-proses 
yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena. (Hasan, 2002: 13-
14) Berdasarkan permasalahan yang ada maka 
langkah-langkah dalam menganalisis data 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Cara memperoleh informasi dan kejelasan 
tentang pajak bumi dan bangunan (PBB). 
a. Menganalisis  keefektifan  penyampaian  
informasi  tentang  PBB  dari fiskus 
kepada wajib pajak. 
b. Menganalisis  pemahaman  penerimaan  
informasi  tentang  PBB  dari fiskus 
kepada wajib pajak. 
2. Upaya fiskus dalam melayani wajib pajak 
tentang PBB.  
a. Menganalisis pelayanan fiskus terhadap 
wajib pajak. 
b. Menganalisis respon wajib pajak 
terhadap pelayanan yang diberikan 
fiskus. 
3. Upaya fiskus dalam mendapatkan 
kepercayaan wajib pajak 
a. Menganalisis tingkat  kepercayaan wajib 
pajak  kepada  fiskus. 
b. Menganalisis kegiatan penyuluhan 
pembayaran   pajak   bumi   dan 
bangunan. 
Pengertian pajak yang efektif adalah  iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang  (sehingga dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat balas jasa secara langsung. 
Pajak dipungut berdasarkan norma-norma 
hukum guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif untuk mencapai 
kesejahteraan umum. Menurut (Silvani, 1992), 
administrasi pajak dikatakan efektif bila 
mampu mengatasi masalah-masalah: 




Artinya sejauh mana administrasi pajak 
mampu mendeteksi dan mengambil 
tindakan terhadap anggota masyarakat 
yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak 
walau seharusnya yang bersangkutan 
sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi 
WajibPajak. Penambahan jumlah Wajib 
Pajak secara signifikan akan meningkatkan 
jumlah penerimaan pajak. Penerapan 
sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap 
mereka yang belum mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya 
potensial untuk itu. 
(b) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan (SPT). 
Menyikapi Wajib Pajak yang sudah 
terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga 
stopfiling taxpayers, misalnya dengan 
melakukan  pemeriksaan pajak  untuk 
mengetahui sebab-sebab tidak 
disampaikannya Surat Pemberitahuan 
(SPT) tersebut. Kendala yang mungkin 
dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga 
pemeriksa. 
(c) Penyelundup pajak (tax evaders) 
Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu 
Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih 
kecil dari yang seharusnya menurut 
ketentuan perundang- undangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari 
Aspek Psikologis 
Di dalam sistem pemungutan pajak, 
administrasi perpajakan berperan aktif 
melaksanakan tugas-tugas pembinaan, 
pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi 
terhadap penundaan pemenuhan kewajiban 
perpajakan berdasarkan ketentuan yang 
digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi 
pengawasan memegang peranan yang sangat 
penting dalam pemungutan pajak, karena 
tanpa ada dukungan pengawasan dalam 
kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih 
rendah, mengakibatkan  pemungutan tersebut 
tidak akan berjalan dengan baik, sehingga 
Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban 
pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya 
penerimaan dari sektor pajak tidak akan 
tercapai sesuai anggaran realisasi yang sudah 
ditentukan pada masing-masing wilayah. Oleh 
karena itu, dalam mengukur intensifikasi  
pemungutan  pajak bumi dan bangunan  bukan  
hanya  dilihat dari apakah wajib pajak patuh 
dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi 
juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur 
pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, 
dan pemeriksaan. 
Penyuluhan 
Penyuluhan merupakan salah satu 
tugas aparatur pajak sesuai yang dijelaskan 
dalam Undang-Undang Perpajakan. Pembinaan 
masyarakat Wajib   Pajak   dapat   dilakukan   
melalui   berbagai   upaya,   antara   lain 
pemberian penyuluhan  pengetahuan 
perpajakan baik melalui media massa 
maupun penerangan  langsung kepada 
masyarakat. Fakta yang sering  dijumpai,  
UPTD  Dinas  Pendapatan  Singosari  telah  
melakukan upaya penyuluhan pajak  baik 
melalui media elektronik maupun  media 
cetak. Sesuai dengan hasil wawancara  dari 
beberapa informan baik dari aparatur  maupun  
dari  Wajib  Pajak  menyatakan  hal  yang  sama  
bahwa UPTD Dinas Pendapatan Singosari 
telah melakukan  penyuluhan tentang pajak. 
Pelayanan 
Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  
kepatuhan  wajib  pajak adalah dengan 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib 
pajak. Peningkatan kualitas pelayanan 
diharapkan dapat meningkatkan  kepuasan 
kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga 
meningkatkan kepatuhan dalam bidang 
perpajakan. Paradigma baru yang 
menempatkan aparat pemerintah sebagai  yang 
mengatur negaradan  masyaraka (wajib pajak) 
harus diutamakan agar dapat meningkatkan 
kinerja pelayanan publik. 
UPTD Dinas  Pendapatan Singosari  
selalu  melakukan  perbaikan kualitas layanan, 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan   
kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya 
peningkatan kualitas pelayanan dapat 
dilakukan  dengan  cara  peningkatan   kualitas  
dan  kemampuan  teknis pegawai dalam 
bidang perpajakan, mengajukan proposal 
kepada Kantor Dinas  agar  di  tempat  kerja  
mereka  diberikan  fasilitas  yang  membantu 
menunjang kinerja, seperti penambahan 
komputer, printer, kursi untuk tamu,  kursi  
untuk  Tenaga  Kontrak  yang  berjumlah  24,  
dan  perbaikan lampu disetiap ruangan. 
Upaya lain seperti perluasan 
Tempat Pelayanan (TP), penggunaan sistem 
informasi dan  teknologi untuk dapat 
memberikan kemudahan kepada wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh aparatur pajak, penulis 
kemudian mencari tahu dengan mewawancarai 
beberapa Wajib Pajak yang ada di wilayah 
Singosari. 
Pelayanan yang diberikan pada UPTD 
Dinas Pendapatan Singosari telah berjalan 
dengan baik dan sesuai prosedur. Pelayanan 
yang baik merupakan salah satu faktor utama 
tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib 
Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa peranan aparatur pajak dalam Sistem 
Pemungutan Pajak adalah memberikan 
pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari 
kenyataan pada wilayah Singosari bahwa 
Pemungutan yang dilakukan  berjalan  dengan  
intensif  karena  pelayanan yang diberikan   oleh 
aparatur memberikan dampak positif pada 




Penagihan   Pajak   dimulai   dengan   
adanya   suatu   pemeriksaan. Apabila 
pemeriksaan sudah dilakukan, maka 
selanjutnya dikeluarkanlah surat ketetapan 
pajak (SKP). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
merupakan tujuan utama dari pemeriksaan 
pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat 
kepatuhannya tergolong masih rendah, 
diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan 
dapat memberikan motivasi positif agar 
kedepannya menjadi lebih baik tingkat 
kepatuhannya. 
Dari informasi yang penulis dapatkan di 
UPTD Singosari, bila Wajib Pajak tetap tidak 
mau memenuhi kewajibannya dalam membayar 
Pajak, maka akan diberikan sanksi yang akan 
melibatkan petugas satpol pp dari Kantor Dinas, 
untuk melakukan sidak ketempat WP 
yang bersangkutan. Namun, sebelum itu 
dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu 
pemeriksaan dan  penyidikan pajak terhadap 
Wajib Pajak tersebut. 
Dilihat dari segi proses, pelaksanaan 
pemungutan PBB di Wilayah Singosari telah 
berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 
penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat 
pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu 
juga dipasang iklan untuk menghimbau 
masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar 
pajak. Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib 
Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari 
aparat pajak. Begitu pula pada proses 
pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan 
petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah 
cukup baik. Fungsi dari aparatur pajak dalam 
memberikan penyuluhan, pelayanan, dan 
pemeriksaan  merupakan suatu proses  yang  
berkaitan  satu  sama  lain,  terutama  dalam  
hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya. 
Intensifikasi Pemungutan PBB Ditinjau dari 
Aspek Yuridis 
Sebagian  besar  Wajib  Pajak  di Wilayah 
Singosari telah melakukan pembayaran tepat 
waktu dan sesuai dengan  ketentuan  pada  
pasal 9 ayat (2a), bahwa jika Wajib Pajak 
melakukan pembayaran setelah jatuh tempo 
maka akan dikenai sanksi administrasi. Dari 
beberapa  wawancara  yang  penulis  dapatkan, 
jelas bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di 
Wilayah Singosari telah berjalan dengan baik, 
karena sebagian besar Wajib Pajak telah 
melakukan pembayaran dengan tepat waktu. 
Setelah   mengetahui  Wajib Pajak 
sudah   mulai sadar akan kewajiban 
pajaknya,  perlu  untuk  diketahui  seberapa 
besar peningkatan kepatuhan Wajib  Pajak 
dalam melakukan pembayaran setelah 
dilakukannya proses intensifikasi  pemungutan. 
Penulis kemudian mencoba mencari tahu hal 




























Gambar 1. Proses Pemberian Kepercayaan 
Kepada WP yang Dilakukan oleh Fiskus 
 
Proses pemberian kepercayaan kepada WP 
terhadap pembayaran PBB  
Berdasarkan gambar proses pemberian 
kepercayaan kepada WP terhadap pembayaran 
PBB, dapat diketahui proses yang terdiri dari: 
Informasi, pelayanan, dan kepercayaan. 
Informasi yang diberikan oleh UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari berupa: Baliho, internet, 
dan sosialisasi. Pemberian informasi melalui 
baliho sudah dilakukan di UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari disetiap kecamatan.  
Berdasarkan permasalahan WP sulit 
untuk ditemui pada hari kerja. UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari mempunyai cara lain 
dengan menerima pelayanan selama 6 hari kerja 
senin hingga sabtu. Pada hari sabtu, masyarakat 
yang libur bekerja bisa membayar PBB pada 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari. Dalam hal 
ini, antusias masyarakat yang membayar PBB 
pada hari sabtu cukup banyak. Jadi, dengan 
cara pelayanan 6 hari kerja lebih efektif 
dibandingkan dengan pelayanan melalui door to 
door. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat 
yang membayar pada hari sabtu, dibandingkan 
hari kerja senin-jumat. 
Setelah proses informasi dan pelayanan, 
tingkat kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi   
dari   kepercayaan   WP   terhadap   tenaga   
kontrak   UPTD   Dinas Pendapatan Singosari. 
Dalam hal ini, UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari sudah melakukan progres pengiriman 
hasil pendapatan PBB yang telah dibuat disetiap 
Wilayah (Singosari, Dau, Karangploso, Lawang) 
kemudian diserahkan ke UPTD Dinas   
Pendapatan   Singosari. Setelah UPTD Dinas 
Kepercayaan 
Sosialisasi 
Dilakukan 5 Bulan 
Sekali 
Pemasangan 
Dilakukan di UPTD 














6 Hari Kerja 












Pendapatan Singosari membukukan laporan 
tersebut, UPTD Dinas Pendapatan Singosari 
mengirimkan hasil tersebut ke Kantor 
Kabupaten. 
Disamping itu UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari juga melakukan transparansi 
penerimaan PBB dari setiap Wilayah yang 
ditulis di papan data realisasi. Hal ini dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
tenaga kontrak dan UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari.  
Upaya fiskus dalam melayani wajib pajak 
tentang PBB 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari 
berusaha meningkatkan kepatuhan WP dengan 
cara memberi pelayanan yang baik kepada WP. 
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari bermaksud 
meningkatkan kepuasan WP jika kualitas 
pelayanan ditingkatkan. Sepanjang pengamatan 
penulis, upaya peningkatan kualitas layanan 
dilakukan dengan cara : melayani dengan 
ramah, selalu mengucap salam, dan ucapan 
terima kasih. Meskipun perlengkapan yang 
mereka miliki masih sangat kurang, namun 
antusias bekerja dengan maksimal selalu 
mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. 
Semua dilakukan demi pelayanan yang terbaik 
untuk WP. 
Peningkatan kualitas pelayanan 
diharapkan dapat meningkatkan  kepuasan 
kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga 
meningkatkan kepatuhan dalam bidang 
perpajakan. Paradigma baru yang 
menempatkan aparat pemerintah sebagai yang 
mengatur negara dan masyarakat (wajib pajak) 
harus diutamakan agar dapat meningkatkan 
kinerja pelayanan publik. 
Aparat Pajak harus senantiasa 
melakukan perbaikan dalam hal kualitas 
pelayanan, dengan tujuan agar dapat 
meningkatkankepuasan dan kepatuhan wajib 
pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan 
dapat dilakukan dengan cara peningkatan 
kualitas dan kemampuan teknis  pegawai dalam 
bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur 
seperti  perluasan Tempat Pelayanan(TP), 
penggunaan sistem informasi dan teknologi 
untuk dapat  memberikan kemudahan kepada 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
Upaya Fiskus untuk Mendapatkan 
Kepercayaan dari Wajib Pajak 
Berbagai upaya dilakukan oleh fiskus 
untuk mendapatkan kepercayaan dari wajib 
pajak dalam hal kepatuhan membayar pajak 
dan mendekatkan UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari kepada masyarakat, adalah dengan 
cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak, 
dan sosialisasi yang dilakukan dari desa ke desa 
dengan kurun waktu 5 bulan sekali, dengan 
memberikan hadiah door prize, mengadakan bazar, 
mengundang grup musik, dan lain sebagainya. 
Dimana hal ini dilakukan agar masyarakat 
tertarik untuk datang dalam acara tersebut, dan 
memahami isi dari sosialisasi, bahwa uang 
yang mereka bayarkan atas pengenaan PBB  
yang  mereka  peroleh  semuanya  adalah  untuk  
kontribusi  pembangunan negara, jadi 
masyarakat tidak perlu takut uang mereka akan 
lari kemana. Karena semuanya dari rakyat, oleh 
rakyat, untuk rakyat.   
Kepercayaan WP dapat ditingkatkan 
melalui transparansi progres pengiriman 
yang dilakukan oleh tenaga kontrak kepada 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari. Bentuk 
transparansi progres pengiriman yaitu dengan 
cara ditulis di papan data realisasi. Transparansi 
tersebut terkait dengan besarnya penerimaan 
PBB di Wilayah Singosari dan yang akan 
dikirim ke UPTD Dinas Pendapatan Singosari. 
Sehingga WP dapat mengetahui jumlah 
penerimaan PBB saat itu dan kepercayaan WP 
terhadap kinerja tenaga kontrak dapat 
meningkat. 
Namun transparansi terkait  penggunaan  
penerimaan PBB masih belum dilakukan. 
Sehingga WP belum mengetahui pemanfaatan 
uang yang telah dibayarkan untuk PBB. Hal ini 
merupakan salah satu faktor rendahnya 
kepatuhan WP terhadap kewajiban 
perpajakannya. Sebaiknya UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari melakukan transparansi 
terkait alur dan penggunaan penerimaan pajak. 
Setelah membahas proses intensifikasi 
yang dilakukan oleh fiskus, Selanjutnya penulis 
akan membahas mengenai proses intensifikasi 
yang seharusnya dilakukan oleh UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari kepada WP.  
Dalam hal ini baliho sudah dipasang 
disetiap UPTD dan Kecamatan. Tidak semua 
warga dapat mengetahui informasi yang ada di 
baliho. Karena dari data mata pencaharian yang 
sudah ada, sebagian besar penduduk Wilayah 
Singosari adalah sebagai buruh dan swasta. 
Seharusnya pemasangan baliho tidak hanya di 
UPTD dan di Kecamatan. Melainkan juga 
dipasang di tempat-tempat strategis yang bisa 
dilihat oleh masyarakat. Misalkan: Pusat 
perbelanjaan, dan jalan umum. Dengan 
demikian informasi dari baliho sedikit demi 
sedikit diketahui oleh masyarakat. 
Pemberian informasi melalui internet 
dirasa masih sangat kurang diperlukan. Hal ini 
dikarenakan masyarakat masih kurang 
memahami penggunaan internet. Sehingga 
masyarakat kurang memahami perkembangan 
tekhnologi dan informasi terbaru dari pegawai 
pajak. Dengan demikian, pemberian informasi 
dirasa tidak efektif. Dalam hal ini UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari juga melakukan upaya 
pelayanan pajak dengan cara sosialisasi 
langsung kepada WP. Sosialisasi dari desa ke 
desa dilakukan dalam kurun waktu 5 bulan 
sekali. Kegiatan yang dilakukan dalam 
sosialisasi adalah dalam bentuk pemberian 
pemahaman terkait dengan PBB. Berdasarkan 3 
cara pemberian informasi pada proses 
 
 
pemberian kepercayaan kepada WP terhadap 
pembayaran PBB, yang paling efektif dilakukan 
adalah dengan cara sosialisasi. Karena antusias 
masyarakat yang tinggi dan informasi dapat 
tersampaikan dengan baik. 
Proses kedua setelah informasi adalah 
pelayanan yang meliputi: peningkatan kualitas 
dan kemampuan teknis pegawai, perbaikan 
infrastruktur, door to door, dan 6 hari kerja. 
Bentuk peningkatan kualitas dan kemampuan 
teknis yang telah dilakukan yaitu dengan cara 
pemberian seminar dan pelatihan- pelatihan. 
Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan 
kemampuan perpajakan bagi tenaga kontrak. 
Maksud dari perluasan tempat pembayaran 
(TP) ini adalah memperbesar UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari, dengan tujuan 
memberikan kenyamanan kepada WP pada saat 
proses pembayaran PBB. Perbaikan 
infrastruktur dalam hal ini, Sebaiknya tidak 
hanya di upayakan untuk UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari, Melainkan juga di 4 
Kecamatan (Singosari, Dau, Lawang, 
Karangploso). 
Dalam  hal  ini  baliho  sudah  dipasang  
disetiap  UPTD  dan  Kecamatan. Tidak semua 
warga dapat mengetahui informasi yang ada di 
baliho. Karena dari data  mata  pencaharian  
yang  sudah  ada,  sebagian  besar  penduduk  
Wilayah Singosari adalah sebagai buruh dan 
swasta. Seharusnya pemasangan baliho tidak 
hanya di UPTD dan di Kecamatan. Melainkan 
juga dipasang di tempat-tempat strategis yang 
bisa dilihat oleh masyarakat. Misalkan: Pusat 
perbelanjaan, dan jalan umum. Dengan 
demikian informasi dari baliho sedikit demi 
sedikit diketahui oleh masyarakat. 
Pemberian   informasi melalui internet   
dirasa masih   sangat   kurang diperlukan. Hal 
ini dikarenakan masyarakat masih kurang 
memahami penggunaan internet. Sehingga 
masyarakat kurang memahami perkembangan 
tekhnologi dan informasi  terbaru dari  pegawai  
pajak. Dengan  demikian, pemberian  
informasi dirasa tidak efektif. Dalam hal ini 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari juga 
melakukan upaya pelayanan pajak dengan cara 
sosialisasi langsung kepada WP. Sosialisasi  dari  
desa  ke  desa  dilakukan  dalam  kurun  waktu  
5  bulan  sekali. Kegiatan yang dilakukan dalam 
sosialisasi adalah dalam bentuk pemberian 
pemahaman terkait dengan PBB. Berdasarkan 3 
cara pemberian informasi pada proses  
pemberian  kepercayaan  kepada  WP  terhadap  
pembayaran PBB, yang paling efektif   
dilakukan   adalah   dengan   cara   sosialisasi.   
Karena   antusias masyarakat yang tinggi dan 
informasi dapat tersampaikan dengan baik. 
Proses kedua setelah informasi adalah 
pelayanan yang meliputi: peningkatan  kualitas  
dan  kemampuan  teknis  pegawai,  perbaikan  
infrastruktur, door to door, dan 6 hari kerja. 
Bentuk peningkatan kualitas dan 
kemampuan teknis yang telah dilakukan yaitu 
dengan cara pemberian seminar dan pelatihan- 
pelatihan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
meningkatkan kemampuan perpajakan bagi 
tenaga kontrak. Maksud dari perluasan tempat 
pembayaran (TP) ini adalah memperbesar  
UPTD  Dinas  Pendapatan  Singosari,  dengan  
tujuan  memberikan kenyamanan kepada WP 
pada saat proses pembayaran PBB. Perbaikan 
infrastruktur  dalam  hal  ini,  Sebaiknya  tidak  
hanya  di  upayakan  untuk  UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari, Melainkan juga di 4 
Kecamatan (Singosari, Dau, Lawang, 
Karangploso). 
Pelayanan  melalui  door  to  door  
merupakan  pelayanan  yang dilakukan dengan 
cara mendatangi satu persatu rumah WP. 
Biasanya tenaga kontrak menemui WP pada 
hari kerja yaitu senin-jumat. Maksud dari 
pelayanan melalui door to door ini adalah, untuk 
menagih WP yang belum membayar PBB tepat 
waktu. Berdasarkan permasalahan WP sulit 
untuk ditemui pada hari kerja, penulis memiliki 
saran sebaiknya penagihan dilakukan pada saat 
jam istirahat kerja di tempat WP bekerja. 
Selain itu UPTD Dinas Pendapatan Singosari 
mempunyai cara lain dengan menerima 
pelayanan selama 6 hari kerja (senin-sabtu). 
Dalam hal ini, antusias masyarakat yang 
membayar PBB pada hari sabtu cukup banyak. 
Jadi, dengan cara pelayanan 6 hari kerja lebih 
efektif dibandingkan dengan pelayanan melalui 
door to door. 
Setelah proses informasi dan pelayanan, 
tingkat kepatuhan WP juga dapat dipengaruhi 
dari kepercayaan WP terhadap tenaga kontrak 
UPTD Dinas Pendapatan Singosari. Dalam hal 
ini, UPTD Dinas Pendapatan Singosari sudah 
melakukan progres pengiriman hasil 
pendapatan PBB yang telah dibuat disetiap 
Wilayah (Singosari, Dau, Karangploso, Lawang) 
kemudian diserahkan ke UPTD Dinas 
Pendapatan Singosari. Namun transparansi 
terkait penggunaan penerimaan PBB masih 
belum dilakukan. Sehingga WP belum 
mengetahui pemanfaatan uang yang telah 
dibayarkan untuk PBB. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang 
penulis dapatkan dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
Secara umum intensifikasi pemungutan 
PBB di Wilayah Singosari sudah  berjalan 
dengan cukup baik. Intensifikasi sudah 
dilakukan dengan baik dalam 2 bentuk, yakni 
aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek 
psikologis meliputi: penyuluhan, pelayanan, 
dan pemeriksaan, dan aspek yuridis meliputi: 
pelaporan, perhitungan, dan pembayaran. Jika 
dilihat dari proses penyuluhan dari aparatur 
pajak dengan membina masyarakat melalui 
berbagai upaya, antara lain pemberian 
 
 
penyuluhan pengetahuan perpajakan baik 
melalui media massa maupun penerangan 
langsung kepada masyarakat. 
Dalam hal ini, UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari telah melakukan upaya pelayanan 
pajak dengan cara sosialisasi langsung kepada 
WP, sosialisasi dari desa ke desa dalam kurun 
waktu 5 bulan sekali, dan mendatangi WP door 
to door. Sesuai dengan hasil wawancara dari 
beberapa informan baik dari aparatur maupun 
dari wajib pajak menyatakan hal yang sama 
bahwa UPTD Dinas Pendapatan Singosari telah 
melakukan upaya pelayanan tentang pajak. 
Tidak hanya dalam bentuk penyuluhan, 
pembinaan, dan door to door, aparatur pajak juga 
melakukan pemeriksaan sebagai salah satu 
upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam hal pemeriksaan. Hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 
terhadap wajib pajak dalam hal Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) apakah 
menunjukkan kelebihan pembayaran pajak 
dan/atau rugi, SPPT tidak disampaikan atau 
disampaikan tidak tepat waktu yang telah 
ditetapkan. 
Berbagai upaya dilakukan oleh fiskus 
untuk mendapatkan kepercayaan dari wajib 
pajak dalam hal kepatuhan membayar pajak 
dan mendekatkan UPTD Dinas Pendapatan 
Singosari kepada masyarakat, adalah dengan 
cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak, 
dan sosialisasi yang dilakukan dari desa ke desa 
dengan kurun waktu 5 bulan sekali, dengan 
memberikan hadiah door prize, mengadakan bazar, 
mengundang grup musik, dan lain sebagainya. 
Dimana hal ini dilakukan agar masyarakat 
tertarik untuk datang dalam acara tersebut, dan 
memahami isi dari sosialisasi, bahwa uang yang 
mereka bayarkan atas pengenaan PBB yang 
mereka peroleh semuanya adalah untuk 
kontribusi pembangunan negara, jadi 
masyarakat tidak perlu takut uang mereka akan 
lari kemana. Karena semuanya dari rakyat, oleh 
rakyat, untuk rakyat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
upaya-upaya tersebut cukup berhasil untuk 
menyadarkan masyarakat atau WP akan 
kewajiban membayar pajak. Meskipun masih 
ada sebagian WP yang masih belum patuh akan 
kewajibannya. Hal ini pasti bisa diperbaiki 
dengan kinerja aparatur pajak yang cukup keras 
lagi, demi tercapainya target anggaran yang 
sudah ditentukan setiap tahunnya, dan 
terciptanya WP yang patuh akan membayar 
pajak. 
Singosari kepada masyarakat, adalah 
dengan cara sosialisasi langsung kepada wajib 
pajak, dan sosialisasi yang dilakukan dari desa 
ke desa dengan kurun waktu 5 bulan sekali, 
dengan memberikan hadiah door prize, 
mengadakan bazar, mengundang grup musik, dan 
lain sebagainya. Dimana hal ini dilakukan agar 
masyarakat tertarik untuk datang dalam acara 
tersebut, dan memahami isi dari sosialisasi, 
bahwa uang yang mereka bayarkan atas 
pengenaan PBB  yang  mereka  peroleh  
semuanya  adalah  untuk  kontribusi  
pembangunan negara, jadi masyarakat tidak 
perlu takut uang mereka akan lari kemana. 
Karena semuanya dari rakyat, oleh rakyat, 
untuk rakyat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
upaya-upaya tersebut cukup berhasil untuk 
menyadarkan masyarakat atau WP akan 
kewajiban membayar pajak. Meskipun masih 
ada sebagian WP yang masih belum patuh 
akan kewajibannya. Hal ini pasti bisa diperbaiki 
dengan kinerja aparatur pajak yang cukup keras 
lagi, demi tercapainya target anggaran  yang 
sudah ditentukan setiap tahunnya, dan 
terciptanya WP yang patuh akan membayar 
pajak. 
Saran 
Setelah memberikan kesimpulan dari 
proses Intensifikasi Pemungutan PBB di 
Wilayah Singosari, maka penulis juga 
memberikan saran sebagai berikut: Melihat 
Masih belum seimbangnya peningkatan jumlah 
Wajib Pajak dengan Jumlah pelapor SPPT di 
Wilayah Singosari, Maka sebaiknya aparat pajak 
lebih memberikan cara ekstra penyuluhan atau 
pembinaan, pelayan tentang Pajak kepada WP, 
maupun upaya yang dilakukan fiskus untuk 
mendapatkan kepercayaan dari WP, dengan 
menggunakan cara lain seperti merubah 
kegiatan door to door yang awalnya dilakukan 
dari rumah ke rumah, sebaiknya langsung 
mendatangi WP di tempat kerja pada saat jam 
istirahat. Agar masyarakat yang masih 
terlambat membayar pajak dan melaporkan 
SPPT, menjadi patuh melaksanakan 
kewajibannya. 
Perbaikan infrastruktur sebaiknya 
dilakukan dengan segera. Karena hal ini 
mempengaruhi kualitas pelayanan, 
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